
 

 

  
 

BUPATI SIDOARJO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

NOMOR   6    TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
BUPATI SIDOARJO, 

 
Menimbang :   a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan 

asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan 

pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis 

belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun 

Anggaran 2017, perlu dilakukan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017; 

 

Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 4355); 

6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah             

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara                        

Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia                        

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan 

dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 541); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia                   

Tahun 2013 Nomor 1425); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 

Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo      

Nomor 14); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 15); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 16); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2010 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 18); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri C); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri C); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 18); 
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41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 19); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2011 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 20); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 

Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo                   

Nomor 22); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 

Seri C); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri C); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan 

Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 33); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 6 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 7 Seri C, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 35); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 8 Seri C); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 9 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 36); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2013 

tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri C, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 39); 
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54. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo              

Tahun 2016 Nomor 3 Seri A); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo              

Tahun 2016 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 78); 

 

 Dengan persetujuan bersama  

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

 DAN  

BUPATI SIDOARJO 
 

 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG  PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 
 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula 

berjumlah Rp. 4.269.179.372.259,04 bertambah/ (berkurang) sejumlah                                                       

Rp. 343.528.372.641,63 sehingga menjadi Rp. 4.612.707.744.900,67 dengan 

rincian sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan :  

a. Semula                                                  Rp.  3.850.639.404.011,04 

b. Bertambah/(berkurang)   Rp.     178.076.138.045,99 

Jumlah pendapatan setelah perubahan       Rp.  4.028.715.542.057,03 

 

2. Belanja :   

a. Semula Rp.   4.269.179.372.259,04 

b.   Bertambah/(berkurang)                          Rp.      343.528.372.641,63 

Jumlah belanja setelah perubahan           Rp.   4.612.707.744.900,67 

     Surplus/(Defisit) setelah perubahan  (Rp.     583.992.202.843,64)     

 

 3.   Pembiayaan : 

a. Penerimaan      

1. Semula                   Rp.     431.439.968.248,00 

2. Bertambah/(berkurang)       Rp.     165.452.234.595,64 

Jumlah penerimaan setelah perubahan   Rp.     596.892.202.843,64 

b. Pengeluaran       

1. Semula                                               Rp.      12.900.000.000,00 

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.                            0,00 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.      12.900.000.000,00 

         Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.    583.992.202.843,64           

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah  

perubahan  Rp.                           0,00       
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Pasal 2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah  

1. Semula                                             Rp.  1.310.069.237.292,04 

2. Bertambah/(berkurang)                       Rp.     247.702.957.128,55     

Jumlah pendapatan asli daerah setelah  

perubahan  Rp.  1.557.772.194.420,59 

b. Dana Perimbangan  

1. Semula                                 Rp.   1.940.311.823.627,00 

2. Bertambah/(berkurang)                       (Rp.     106.451.709.919,00) 

Jumlah dana perimbangan setelah  

perubahan   Rp.   1.833.860.113.708,00         

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

1. Semula                                        Rp.      600.258.343.092,00 

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.        36.824.890.836,44 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang 

sah setelah Perubahan                    Rp.      637.083.233.928,44 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  terdiri 

dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah  

1. Semula                                            Rp.     794.975.000.000,00 

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.       36.175.000.000,00 

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.     831.150.000.000,00    

b. Retribusi Daerah  

1. Semula                                            Rp.       94.920.694.000,00 

2. Bertambah/(berkurang)                      (Rp.      12.518.398.463,00) 

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan  Rp.       82.402.295.537,00      

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

1. Semula                                            Rp.       28.447.734.565,97 

2. Bertambah/(berkurang)                   (Rp.           558.532.158,83)  

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah  

yang dipisahkan setelah perubahan          Rp.       27.889.202.407,14     

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  

1. Semula                                            Rp.     391.725.808.726,07 

2. Bertambah/(berkurang)                      Rp.     224.604.887.750,38   

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah  

yang sah setelah perubahan                 Rp.     616.330.696.476,45    

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil bukan Pajak  

1. Semula                                            Rp.     155.827.511.627,00 

2. Bertambah/(berkurang)                         Rp.         3.812.590.081,00 

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan    Rp.     159.640.101.708,00 
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b. Dana Alokasi Umum  

1. Semula                                            Rp.   1.314.001.701.000,00 

2. Bertambah/(berkurang)                         (Rp.     110.264.300.000,00)      

Jumlah dana alokasi umum setelah  

perubahan   Rp.   1.203.737.401.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus  

1. Semula                                            Rp.      470.482.611.000,00 

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.                              0,00                      

Jumlah dana alokasi khusus setelah  

perubahan Rp.      470.482.611.000,00 

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pendapatan Hibah  

1. Semula Rp.                               0,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp.                               0,00 

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp.                              0,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya 

1. Semula                                            Rp.      330.752.731.092,00 

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.        22.273.204.336,44 

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah  

perubahan Rp.      353.025.935.428,44 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  

1. Semula                                            Rp.   269.430.612.000,00 

2. Bertambah/(berkurang)                          Rp.                           0,00 

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp.  269.430.612.000,00 

d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya  

1. Semula                                            Rp.            75.000.000,00 

2. Bertambah/(berkurang                          Rp.     14.551.686.500,00    

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari 

Pemerintah Daerah Lainnya Setelah perubahan Rp.    14.626.686.500,00 

 

Pasal 3 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung  

1. Semula                                            Rp.  2.364.632.967.880,04 

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.       15.179.275.286,56 

Jumlah belanja tidak langsung setelah  

perubahan Rp.  2.379.812.243.166,60 

b. Belanja Langsung  

1. Semula                                            Rp.  1.904.546.404.379,00 

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.     328.349.097.355,07 

Jumlah belanja langsung setelah perubahan     Rp.  2.232.895.501.734,07      

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  terdiri 

dari jenis belanja : 

a. Belanja pegawai  

1. Semula                                           Rp.  1.586.718.027.514,74 

2. Bertambah/(berkurang)                    (Rp.      11.412.366.105,00) 

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan       Rp.  1.575.305.661.409,74 
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b. Belanja Hibah  

1. Semula                                           Rp.     150.112.571.000,00 

2. Bertambah/(berkurang)                    Rp.         3.875.000.000,00 

Jumlah belanja hibah setelah perubahan         Rp.     153.987.571.000,00 

c. Belanja bantuan sosial  

1. Semula                                           Rp.       41.911.200.000,00 

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.       11.559.080.237,74 

Jumlah belanja bantuan sosial setelah  

perubahan    Rp.       53.470.280.237,74 

d. Belanja bagi hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan  

Desa 

1. Semula                                             Rp.       96.942.365.900,00  

2. Bertambah/(berkurang)                      Rp.         7.634.781.488,05                    

Jumlah belanja bagi hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/ 

Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan Rp.      104.577.147.388,05 

e. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Desa dan Partai Politik 

1. Semula                                             Rp.     485.948.803.465,30 

2. Bertambah/(berkurang)                           Rp.         2.414.349.007,77                       

Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ 

Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan  Rp.   488.363.152.473,07 

f. Belanja tidak terduga  

1. Semula                                             Rp.         3.000.000.000,00 

2. Bertambah/(berkurang)                          Rp.         1.108.430.658,00 

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.        4.108.430.658,00      

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai  

1. Semula                                            Rp.     124.840.902.548,00 

2. Bertambah/(berkurang)                           Rp        21.192.996.177,00                          

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.      146.033.898.725,00 

b. Belanja Barang dan Jasa  

1. Semula                                            Rp.     868.222.260.662,00 

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.     317.622.218.532,00                              

Jumlah belanja barang dan jasa setelah  

perubahan       Rp.   1.185.844.479.194,00                   

c. Belanja Modal  

1. Semula                                            Rp.     911.483.241.169,00 

2. Bertambah/(berkurang)                       (Rp.      10.466.117.353,93)                              

Jumlah belanja modal setelah perubahan          Rp.     901.017.123.815,07                        

 

Pasal 4 

 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan   

1.  Semula                                            Rp.     431.439.968.248,00 

2.  Bertambah/(berkurang)                     Rp.     165.452.234.595,64 

Jumlah penerimaan setelah perubahan              Rp.     596.892.202.843,64 
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b. Pengeluaran  

1. Semula                                            Rp.       12.900.000.000,00 

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.                             0,00 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan            Rp.       12.900.000.000,00  

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  terdiri dari jenis 

pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)   

1. Semula                                            Rp.     418.539.968.248,00 

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.     165.452.234.595,64    

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah  

perubahan                                                       Rp.     583.992.202.843,64    

b. Pencairan dana cadangan  

1. Semula                                            Rp.                            0,00 

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.                            0,00 

Jumlah pencairan dana cadangan setelah  

Perubahan  Rp.                           0,00             

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  

1. Semula                                            Rp.                            0,00 

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.                            0,00 

Jumlah penjualan kekayaan daerah yang  

Dipisahkan setelah perubahan                           Rp.                            0,00              

d. Penerimaan pinjaman daerah    

1. Semula                                            Rp.                           0,00 

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.                            0,00 

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah 

 Perubahan Rp.                            0,00                                           

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman  

1. Semula                                            Rp.                            0,00    

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.                            0,00 

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman  

setelah perubahan                                             Rp.                            0,00           

f. Penerimaan piutang daerah 

1. Semula                                            Rp.                            0,00 

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.                            0,00 

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah 

perubahan                                                        Rp.                            0,00        

g. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir  

1. Semula Rp.       12.900.000.000,00                   

2. Bertambah/(berkurang)    Rp.                             0,00 

Jumlah penerimaan pengembalian dana bergulir 

Setelah perubahan Rp.       12.900.000.000,00       
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan : 

a. Pembentukan dana cadangan 

1. Semula                                            Rp.                            0,00 

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.                            0,00 

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah  

perubahan  Rp.                            0,00                

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 

1. Semula                                            Rp.       12.900.000.000,00          

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.                             0,00 

Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah  

Daerah setelah perubahan                                Rp.       12.900.000.000,00 

c.  Pembayaran pokok utang  

1. Semula                                            Rp.                             0,00 

2. Bertambah/(berkurang)                     Rp.                             0,00 

Jumlah pembayaran pokok utang setelah  

perubahan   Rp.                             0,00 

d.  Pemberian pinjaman daerah  

a. Semula                                            Rp.                            0,00 

b. Bertambah/(berkurang)                     Rp.                            0,00 

Jumlah pembayaran pokok utang setelah  

perubahan   Rp.                            0,00               

 

Pasal 5 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan  Daerah ini, terdiri dari : 

 

1. Lampiran  I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

2. Lampiran  II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah menurut  Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 

3. Lampiran  III  Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran  IV Rekapitulasi Perubahan Belanja  menurut  Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 
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5. Lampiran  V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah  untuk  Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran  VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan                            

Per Jabatan; 

7. Lampiran  VII  Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun 

Anggaran ini;  

8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah.  

 

Pasal 6 

 

(1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Propinsi Jawa Timur akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar 

Bupati dapat menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah 

menetapkan kriteria terkait dengan belanja dalam kategori darurat dan/atau 

mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan 

dalam APBD atau Perubahan APBD. 

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; 

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh kendaraan darurat; 

e. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 

f. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda menimbulkan kerugian 

yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

(3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk : 

a. Yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada 

Perubahan APBD; 

b. Yang belum dianggarkan pada Perubahan APBD selanjutnya disampaikan 

pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).  

 

Pasal 7 

 

Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dalam Peraturan Bupati. 
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Pasal 8 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Sidoarjo 
pada tanggal    11 Oktober  2017 

 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO, 

 
 

               ttd 
 

 
DJOKO SARTONO 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI A  

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR : 

NOMOR  335-6/2017 

Ditetapkan   di  Sidoarjo 
pada tanggal 11 Oktober  2017 

 
BUPATI SIDOARJO, 

 
                      

                         ttd 
 

SAIFUL ILAH  


